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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam 

mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai dan 

melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai instansi yang memberikan 

pembinaan dan pengawasan kinerja/keuangan seluruh perangkat daerah, 

dituntut senantiasa untuk merencakanan dan melaksanakan program dan 

kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan target kinerja yang telah 

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan fungsi setelah dilakukan evaluasi. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Inspektorat Daerah 

Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan LKPJ Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang pada dasarnya berisikan mengenai 

pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaian realisasinya pada   

Tahun 2022. 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini 

masih banyak kekurangan baik dalam hal narasi, penyajian data dan analisa 

data yang disampaikan, sehingga kami berharap kepada semua pihak 

kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaan 

agar kualitas laporan menjadi lebih baik. 
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Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah 

berperan aktif dalam penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Inspektorat Daerah. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala 

yang berlipat ganda. Aamiin. 

Demikian, dan terima kasih. 

 

Benteng, 20 Januari 2023 
INSPEKTUR DAERAH, 

 
 

 
 
H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H. 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP : 19630727 199303 1 014   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah 

Daerah terhadap penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan, 

Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur. 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan 

pengawas internal yang berperan sebagai consulting partner bagi PD 

lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai Catalyst 

dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, 

dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan 

fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum 

dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan 

paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini 

Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada 

seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan 

guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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Detail Inspektorat Daerah diuraikan dalam tabel berikut: 

ALAMAT Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812 

EMAIL itkabkepulauanselayar@gmail.com 

TITIK 

KOORDINAT 
-6.1125722; 120.4650815 

FOTO 

KANTOR 
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1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai 

salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di 

bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di 

lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab 

stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, terdiri dari: 

1. Inspektur Daerah; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Subbagian Perencanaan; 

b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi  

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari; 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) 

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari; 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) 
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5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari; 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) 

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari; 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) 

7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri 

dari; 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) 

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan 

Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah 

yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari Bupati; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;  

6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

Tugas dan fungsinya. 
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Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk 

memberikan nilai tambah (value added) berupa peningkatan tata 

kelola Perangkat Daerah (quality assurance), memberikan pelayanan 

konsultasi (consulting partner) dan memberikan peringatan dini (early 

warning system) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi 

dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33    

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan 

sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi: 

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu: 

a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, 

reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu 

penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan 

jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi 

TLHP BPK dan TLHP APIP; 

b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi 

Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive 

gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak 

lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan 

pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan 

penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan 

Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D); 

c. Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri 

reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat 

terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik; 

d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, 

monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi 

pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn 

korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona 
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integritas, penanganan banturan kepentingan, survei 

penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System; 

2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional 

berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan 

teknis. 

3. Reviu DAK Fisik 

4. Survei Penilaian Integritas 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah 

selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan 

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar melalui: 

1. Audit 

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 

bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional 

berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan 

informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

Audit terdiri atas: 

a. audit kinerja; 

b. audit dengan tujuan tertentu. 

2. Reviu 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan. 

3. Evaluasi 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma 

yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 

mencapai tujuan. 

4. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program 

atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan 

5. Kegiatan pengawasan lainnya. 

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi 

mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, 

pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, 

dan pemaparan hasil pengawasan. 

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan 

APIP terdiri atas: 

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas: 

a. Audit, meliputi: 

1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit 

terhadap aspek keuangan tertentu 

2) Audit Kinerja 

3) Audit dengan tujuan tertentu 

b. Evaluasi; 

c. Reviu; 

d. Pemantauan. 

2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak 

memberikan penjaminan kualitas, antara lain: 

a. Konsultasi; 

b. Sosialisasi; 

c. Asistensi. 
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1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, 

PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL 

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar sebanyak 48 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Klasifikasi Menurut Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan 

Jabatan Jumlah 

Magister (S2) 9 orang 

Sarjana (S1) 33 orang 

Sarjana Muda   1 orang 

SMA   5 orang 

Jumlah  48 orang 

 

 

 

 

 

  

Magister (S2)
18%

Sarjana (S1)
71%

Diploma IV
2%

SMA
9%

PENDIDIKAN
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2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang 

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan 

Jabatan Jumlah 

Golongan IV/c 2 orang 

Golongan IV/b 5 orang 

Golongan IV/a 4 orang 

Golongan III/d 6 orang 

Golongan III/c 8 orang 

Golongan III/b 8 orang 

Golongan III/a   10 orang 

Golongan II/d 4 orang 

Golongan II/c 1 orang 

Golongan II/b - orang 

Golongan II/a                      - orang 

Jumlah  48 orang 

 

 

  

Golongan 
IV/c

Golongan 
IV/b

Golongan 
IV/a

Golongan 
III/d

Golongan 
III/c

Golongan 
III/b

Golongan 
III/a

Golongan 
II/d

Golongan II/c
Golongan II/b

Golongan II/a

GOLONGAN RUANG
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3. Klasifikasi Menurut Jabatan 

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural 

maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana 

tabel berikut. 

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan 

Jabatan Jumlah 

Eselon II/B 1 orang 

Eselon III/A 6 orang 

Eselon IV/A 3 orang 

Fungsional Auditor 15 orang 

Fungsional P2UPD 6 Orang 

Staf 17 orang 

Jumlah 48 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eselon II/B
2% Eselon III/A

13%

Eselon IV/A
7%

Fungsional 
Auditor

34%

Fungsional 
P2UPD

13%

Staf
31%

JABATAN
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BAB II 

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
 

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

NO 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM/ 

KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

TARGET REALISASI PERMASALAHAN 
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

TINDAK 
LANJUT 

REKOMENDASI 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
BIDANG 

PENGAWASAN 
INSPEKTORAT 

DAERAH 

RKPD 

Tahun 2022 
 
 

DPA-DPPA 

Inspektorat 
Daerah 

 
 

Peraturan 
Bupati 

Kepulauan 
Selayar 

Nomor 30 
Tahun 2021 

tentang 
Standar 

Biaya 
Khusus 

Pembinaan 
dan 

Pengawasan 
Pada 

Inspektorat 
Daerah 

Kabupaten 
Kepulauan 

Selayar 
 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

63,03% 62,03% 

1. Terbatasnya 

tenaga fungsional 
auditor dan 
fungsional 
pengawas 

pemerintahan, 
sehingga pejabat 
struktural dan 
staf yang belum 

memiliki 
sertifikasi harus 
dilibatkan dalam 
urusan 

pemeriksaan; 
 
2. Belum 
terpenuhinya 

usulan 
kebutuhan 
jumlah SDM dan 
kompetensinya 

untuk 
melaksanakan 
kegiatan 
pengawasan 

sehingga 
penugasan 
pengawasan 
belum 

1. Penambahan 

kuantitas aparatur 
pengawasan melalui 
pelaksanaan Diklat 
teknis dan fungsional 

bagi aparatur tata 
laksana pengawasan 
dan pegawai baru; 
 

2. Menyusun dan 
melaksanakan 
Rencana Aksi tindak 
lanjut rekomendasi 

BPKP terkait 
peningkatan level 
kapabilitas APIP; 
 

3. 
Mengimplementasikan 
Sistem Informasi 
Manajemen Hasil 

Pengawasan untuk 
mengelola Laporan 
Hasil Kegiatan 
Pengawasan yang 

dilakukan; 
 
4. Melaksanakan 
koordinasi yang 

  

      83% 81,69% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp       6.000.696.000,00   Rp          5.905.647.567,00  

      Perencanaan 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100% 79,16% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             17.820.000,00   Rp                14.106.200,00  

      
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp               4.880.000,00   Rp                  4.620.000,00  

      
Koordinasi dan 
Peyusunan Dokumen RKA 
SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp               2.675.000,00   Rp                  1.975.000,00  

      Koordinasi dan 
Peyusunan Dokumen RKA 
Perubahan  SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 
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Keputusan 
Bupati 

Kepulauan 
Selayar 

Nomor 
22/I/Tahun 

2022 
tentang 

Program 
Kerja 

Pengawasan 
Tahunan 

Inspektorat 
Daerah 

Kabupaten 
Kepulauan 

Selayar 
Tahun 2022 

 Rp               2.675.000,00   Rp                  1.975.000,00  seluruhnya 

berbasis 
kompetensi; 
 
3. Belum 

optimalnya 
pelaksanaan  
SAKIP dan SPIP; 
 

4. Terbatasnya 
kendaraan 
operasional 
pengawasan dan 

peralatan kerja 
penunjang 
pengawasan. 

intensif dengan 

Bappeda yang 
berperan sebagai 
leading sector dalam 
melakukan 

pembinaan dokumen 
SAKIP bagi seluruh 
OPD di lingkungan 
Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan 
Selayar untuk 
mensosialisasikan 
sekaligus memberikan 

bimbingan teknis 
terhadap penerapan 
Sistem AKIP kepada 
seluruh OPD dan 

dilaksanakan secara 
terus menerus dan 
berkelanjutan untuk 
lebih meningkatkan 

kualitas dan 
memperkuat 
implementasi Sistem 
AKIP; 

 
5. Mengintegrasikan 
Sistem AKIP dengan 
sistem perencanaan 

dan sistem 
penganggaran. 

      Koordinasi dan 
penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp               2.900.000,00   Rp                  1.886.200,00  

      

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3 Laporan 3 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp               4.690.000,00   Rp                  3.650.000,00  

      

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

100% 99% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp       4.089.406.000,00   Rp          4.050.038.257,00  

      

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

1 Tahun 1 Tahun 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp       4.085.406.000,00   Rp          4.046.038.257,00  

      Koordinasi Dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp               4.000.000,00   Rp                  4.000.000,00  

      
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

100% 99% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          400.000.000,00   Rp             396.820.000,00  

      
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

30 Orang 30 Orang 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           375.000.000,00   Rp             371.820.000,00  

      
Bimbingan Teknik 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 40 Orang   40 Orang  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             25.000.000,00   Rp                25.000.000,00  
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      Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

100% 97% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          573.860.000,00   Rp             554.635.000,00  

      
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

1 Unit 1 Unit 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           335.000.000,00   Rp             315.800.000,00  

      

Pengadaan Mebel 

10 Unit 10 Unit 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             36.690.000,00   Rp                36.690.000,00  

      

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

45 Unit 45 Unit 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           202.170.000,00   Rp             202.145.000,00  

      
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100% 96% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          674.910.000,00   Rp             649.699.620,00  

      
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

1 Tahun 1 Tahun 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           103.297.000,00   Rp                96.464.220,00  

      

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

1 Tahun 1 Tahun 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           571.613.000,00   Rp             553.235.400,00  

      Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

100% 98% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          244.700.000,00   Rp             240.348.490,00  
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Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

18 Unit 18 Unit 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           153.540.000,00   Rp             149.188.490,00  

      

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

35 Unit 35 Unit 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             16.300.000,00   Rp                16.300.000,00  

      
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

1 Gedung dan Halaman 1 Gedung dan Halaman 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             74.860.000,00   Rp                74.860.000,00  

      
PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Level 3 
Level 2 Plus/ Level 3 

dengan Catatan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp       3.581.397.400,00   Rp          3.129.327.849,00  

      

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 

100% 91,09% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp       2.903.732.500,00   Rp          2.645.130.600,00  

      

Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

 46 Laporan   46 Laporan  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           589.966.500,00   Rp             589.966.500,00  

      

Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

100 Laporan 100 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           767.893.400,00   Rp             767.893.400,00  

      

Reviu Laporan Kinerja 

 32 Laporan   32 Laporan  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           144.756.000,00   Rp             144.756.000,00  
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Reviu Laporan Keuangan 

 1 Laporan   1 Laporan  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             37.148.000,00   Rp                37.148.000,00  

      

Pengawasan Desa 

 113 Laporan   113 Laporan  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp       1.177.097.000,00   Rp             948.115.100,00  

      Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

 1 Laporan   1 Laporan  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           186.871.600,00   Rp             157.251.600,00  

      
Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

100% 71,45% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          677.664.900,00   Rp             484.197.249,00  

      

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

 40 Obrik   40 Obrik  

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           677.664.900,00   Rp             484.197.249,00  

      PROGRAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

Level 3 Level 2 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          481.990.000,00   Rp             395.877.200,00  

      Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 

Fasilitasi Pengawasan 

100% 92,96% 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             79.257.500,00   Rp                73.678.700,00  

      
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

3 Dokumen 3 Dokumen 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             79.257.500,00   Rp                73.678.700,00  

      
Pendampingan dan 

Asistensi 
100% 80,00% 



16 

 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp          402.732.500,00   Rp             322.198.500,00  

      
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 3 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             72.555.000,00   Rp                58.065.000,00  

      
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

1 Laporan 1 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp             34.105.000,00   Rp                33.805.000,00  

      Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

5 Kegiatan 4 Kegiatan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           137.427.000,00   Rp             125.127.000,00  

      
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

3 Laporan 2 Laporan 

      Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran 

       Rp           158.645.500,00   Rp             105.201.500,00  
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2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

NO 
URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100% 7 

1 
Unsur Pengawasan Urusan 
Pemerintahan 

          

  Inspektorat Daerah           

  
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

Level 3 2,5 83,33%   

  
2. Score Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Level 3 3,002 100%   

 

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN 

 

NO 
URUSAN/PERANGKAT DAERAH 
/INDIKATOR KINERJA KUNCI 

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100% 7 

1 
Unsur Pengawasan Urusan 
Pemerintahan 

          

  Inspektorat Daerah           

  
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 2,5 83,33%   

  
2. Score Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 3,002 100%   
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2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH 

DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA 

 

NO 

URUSAN 
Pemerintahan 

Daerah/ 

Organisasi 
Perangkat 

Daerah 

Target 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(Rp) 

Sisa Anggaran 

(Rp) 

Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
(%) 

Jumlah 
Indikator 

Kinerja 
Program 

Rata-Rata 
Tingkat 

Ketercapaian 
Indikator 
Kinerja 
Program 

(%) 

Jumlah 
Indikator 

Kinerja 
Kegiatan 

Rata-Rata 
Tingkat 

Ketercapaian 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
(%) 

1 2 3 4 5=4-3 6=(4/3)*100% 7 8 9 10 

1 
Urusan 
Pengawasan 

                

  
INSPEKTORAT 
DAERAH 

 Rp10.064.083.400,00   Rp9.430.852.616,00   Rp633.230.784,00  93,71% 3 85,08% 10 88,84% 
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2.1.5. INOVASI  

NO URAIAN INOVASI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

INOVASI 
HASIL/ MANFAAT KET. 

1 2 3 4 5 

1 TIDAK ADA    

     

 

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN 

NO 
NAMA 

PENGHARGAAN 

TINGKAT 

DISELENGGARAKAN 

OLEH/ 
PENYELENGGARA 

KET. 

INTERNASIONAL NASIONAL PROVINSI KABUPATEN   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 TIDAK ADA       
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2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT 

DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH 

 

NO 
KEBIJAKAN 
STRATEGIS 

DASAR HUKUM 

TUJUAN/MASALAH YANG 
DISELESAIKAN 

KET. 
NOMOR/ 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

TENTANG 

1 2 3 4 5 6 

1 TIDAK ADA 

    

 

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO. REKOMENDASI DPRD TINDAK LANJUT TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN 

1 2 4 5 

1. TIDAK ADA 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

DAN PENUGASAN 

 

3.1. BIDANG URUSAN PENGAWASAN 

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Perwakilan Sulawesi Selatan 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi yang mengamanatkan bahwa kegiatan usaha jasa 

konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya 

konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi dalam 

negeri; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa 

Konstruksi pada pasal 60 ayat (4) yang mengamanatkan 

pengunaan produk dalam negeri pada Jasa Konstruksi. 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah j.o Peraturan Presiden Nomor 12   

Tahun 2021. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri 

sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan jika 

ada penyedia yang menawarkan produk yang nilai Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat 

Perusahaan (BMP) minimal 40% maka dianggap sebagai 

produk dalam negeri yang layak diberikan preferensi; 
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d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 66 ayat (5) 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan 

bahwa: Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: 

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 

atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi 

kebutuhan; 

e. Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen 

Dalam Negeri; 

f. Permen Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

g. Permenperin Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah 

dengan Permenperin Nomor 5 Tahun 2017; 

h. Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia juga 

mengamanatkan bahwa penyedia barang dan jasa 

berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dan 

tenaga kerja dalam negeri; 

i. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka 

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 

pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

j. Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian 

Dalam Negeri dan Deputi Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 119/2705/IJ dan 

PRJ-002/D3/4/2020 tanggal 23 November 2020 tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah; 
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k. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah Nomor: PE.12.02/S-790/D3/01/2022 Perihal 

Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri  

Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah, Tanggal 22 

Agustus 2022; dan 

l. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan       

Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan                                            

Nomor: PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022 Perihal Pelaksanaan 

Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022. 

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

a. Rencana Bentuk Pengawasan 

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

b. Tujuan 

Tujuan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

(P3DN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2022 adalah untuk: 

1. Memberikan hasil analisis atas kebijakan pemerintah 

daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong 

permintaan (demand) produk dalam negeri (PDN), 

mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan 

perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) 

produk dalam negeri; 

2. Memberikan hasil analisis atas komitmen pengalokasian 

belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh 

pemerintah daerah; 

3. Memberikan hasil analisis atas realisasi komitmen belanja 

pemerintah daerah pada produk dalam negeri; 

4. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan produk 

dalam negeri; dan 
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5. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan 

yang ditemukan. 

c. Ruang Lingkup Pengawasan 

1) Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah 

2) Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022 

3. Anggaran 

Biaya pelaksanaan reviu menjadi beban DIPA Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan pola Dinas Luar Dalam Kota 

(DLDK) sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing 

pemerintah daerah, dengan maksimal biaya per triwulan sebesar 

Rp12.500.000,00 untuk 2 (dua) triwulan. Anggaran tersebut 

sesuai rincian sebagai berikut: 
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4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri pada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam tiga tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, Perwakilan BPKP menyusun 

perencanaan penugasan dengan memperhitungkan sumber 

daya yang tersedia. Kegiatan Reviu Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut: 

a. Reviu dilakukan oleh Tim BPKP; 

b. Reviu dilakukan oleh Tim BPKP dan APIP Daerah (tim 

gabungan); dan 

c. Reviu dilakukan APIP Daerah, BPKP melakukan 

pendampingan dengan melakukan validasi/quality 

assurance atas reviu yang dilakukan oleh APIP Daerah. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan reviu dilakukan dengan 

melaksanakan berbagai prosedur reviu antara lain; 

mempelajari data yang diperoleh, analisis dan pengujian data, 

observasi, dan permintaan keterangan melalui wawancara 

dengan pejabat yang berwenang maupun produsen/pelaku 

usaha/UMKM. 

Pada tahap ini dibutuhkan kemampuan Tim Reviu 

untuk menganalisis data untuk menunjang pembuktian 

Tentative Review Objective (TRO). Beberapa TRO dalam 

kegiatan reviu tersebut antara lain: 

a. Reviu Kebijakan 

Pemerintah daerah belum memiliki atau menetapkan 

kebijakan terkait dengan P3DN antara lain: 
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i. Aspek Institusionalisasi P3DN 

a) Pemerintah daerah belum memiliki atau 

menetapkan Tim P3DN Daerah 

b) Tim P3DN belum melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara efektif 

ii. Aspek Demand 

a) Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan 

terkait keberpihakan/perlindungan/penggunaan 

produk lokal dalam mendorong produktivitas dan 

daya saing UMK dan Koperasi 

b) Pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan 

PDN sebagai salah satu kriteria kinerja organisasi 

perangkat daerah 

iii. Aspek Supply 

Tidak terdapat kebijakan pemerintah daerah untuk 

mendorong supply PDN 

iv. Aspek Market 

1. Pemerintah daerah belum memiliki atau 

menetapkan pengelola E-katalog lokal 

2. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan 

terkait kemudahan penyedia barang/jasa untuk 

masuk dalam katalog lokal 

b. Reviu Kepatuhan Implementasi Kebijakan 

i. Aspek Demand 

1. Pemerintah daerah belum merencanakan untuk 

mengalokasikan proporsi pengadaan barang/jasa 

minimal 40% untuk penggunaan produk UMK dan 

koperasi dari hasil produksi dalam negeri 

2. Dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa 

(Kerangka Acuan Kerja/KAK atau Spesifikasi 

Teknis) tidak mencantumkan kewajiban 

menggunakan produk dalam negeri 
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3. Dokumen evaluasi pengadaan barang dan jasa 

tidak mempertimbangkan TKDN 

4. Dokumen kontrak/dokumen yang dipersamakan 

dengan kontrak tidak mencantumkan kewajiban 

menggunakan produk dalam negeri 

5. Penyedia barang dengan nilai TKDN lebih besar 

atau sama dengan 25% dan HPS paling sedikit    

Rp1 Miliar tidak diberikan fasilitas preferensi harga 

pada saat mengajukan penawaran harga 

6. Terdapat produk dalam negeri yang memiliki TKDN 

25% dan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot 

Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh 

persen) (kategori barang wajib), namun pemerintah 

daerah membeli produk non PDN (impor)  

7. Realisasi barang yang direncanakan PDN dalam 

RUP pada saat pengadaan bukan merupakan 

produk dalam negeri  

ii. Aspek Supply 

1. Produk dalam negeri yang dibutuhkan pemerintah 

daerah tidak tersedia 

2. Pembinaan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan supply produk lokal belum optimal 

iii. Aspek Market 

1. Pendaftaran produk/jasa dan penyedia ke dalam   

e-katalog lokal belum ditetapkan prosedurnya atau 

memiliki prosedur yang tidak jelas, rumit, 

memakan waktu, dan dipungut biaya 

2. Tidak terdapat perkembangan yang berarti jumlah 

produk yang tayang dalam e-katalog lokal 

3. Realisasi pengadaan melalui e-katalog rendah 

4. Produk yang tercatat sebagai PDN dalam e-katalog 

sebenarnya bukan PDN 
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5. Terdapat ketidakwajaran harga atas produk yang 

diklaim PDN dalam katalog lokal 

iv. Aspek Pengendalian dan Pengawasan 

1. PPK tidak melakukan reviu kinerja penyedia; 

2. PPK tidak memberikan sanksi atas perbedaan nilai 

TKDN penawaran dengan nilai TKDN realisasi. 

3. OPD Teknis belum melakukan monitoring dan reviu 

terhadap implementasi P3DN; 

4. APIP Daerah belum melakukan pengawasan 

terhadap implementasi P3DN. 

v. Belanja pemerintah daerah merupakan PDN dengan 

nilai TKDN yang rendah. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap pengkomunikasian dan 

pendistribusian hasil reviu kepada pihak-pihak yang terkait. 

Stakeholders pemerintah daerah yang terkait untuk 

memperoleh hasil reviu ini adalah: 

a. Kepala Daerah; dan 

b. Sekretaris Daerah. 

Sedangkan kompilasi hasil reviu disampaikan ke BPKP 

Pusat untuk dianalisis dan di-sintesa-kan untuk bahan 

pengambilan keputusan kebijakan pada tingkat nasional. 

5. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

a. Target Kinerja dan Keuangan 

Target Kinerja 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

2 (dua) Laporan Hasil Reviu, dengan uraian 

sebagai berikut: 

a. Laporan Hasil Reviu P3DN/TKDN 

Triwulan 3 pada Pemerintah Daerah; 

b. Laporan Hasil Reviu P3DN/TKDN 

Triwulan 4 pada Pemerintah Daerah; 
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b. Realisasi Kinerja dan Keuangan 

  

Target Anggaran : Rp 24.960.000,- dengan uraian sebagai 

berikut: 

1) Triwulan 3, sebesar Rp 12.480.000,- 

2) Triwulan 4, sebesar Rp 12.480.000,- 

Target Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Anggaran 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

2 (dua) Laporan Hasil Reviu, dengan uraian 

sebagai berikut: 

1) Laporan Hasil Reviu Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri    Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dengan           

Nomor: 245/REV-P3DN/IX/2022/ITDA, 

tanggal 09 September 2022; 

2) Laporan Hasil Reviu Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri       

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dengan           

Nomor: 421/REV-P3DN/XII/2022/ITDA, 

tanggal 01 Desember 2022; 
 

Rp 24.960.000,- dengan uraian sebagai 

berikut: 

1) Triwulan 3, sebesar Rp 12.480.000,- 

2) Triwulan 4, sebesar Rp 12.480.000,- 
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Tabel 3.1 
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pengawasan 

 

NO. 
BIDANG 
URUSAN 

DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) 

PROGRAM, 
KEGIATAN, 

OUTPUT DAN 
RINCIAN 

KEGIATAN 

LOKASI 

SKPD 

PELAKSANA 
TP 

ALOKASI 
ANGGARAN 

REALISASI 
ANGGARAN 

(%) 

REALISASI 

CAPAIAN 
KEGIATAN 

(%) KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Pengawasan 1. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah         
Nomor: PE.12.02/S-790/D3/01/2022, Perihal 
Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Triwulan III Tahun 2022 pada 

Pemerintah Daerah, Tanggal 22 Agustus 2022. 
 

2. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan       
Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan                                            

Nomor: PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022, 
Perihal Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN 
Triwulan IV Tahun 2022 

 

Program 
Penyelenggaraan 

Pengawasan 
 
Pengawasan 
Dengan Tujuan 

Tertentu 
 

Kabupaten 
Kepulauan 

Selayar 

Inspektorat 
Daerah  

Rp24.960.000,- Rp24.960.000,- 100 2 (Dua) 
Laporan 

Hasil Reviu 

100  
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3.2. HAMBATAN – HAMBATAN 

  Hambatan dalam pelaksanaan Reviu P3DN Kabupaten Kepulauan 

Selayar, antara lain: 

1. Masih terdapat PPKom yang belum melakukan validasi di Aplikasi 

P3DN 

2. Beberapa PPKom belum menyertakan perhitungan TKDN pada 

kontrak pengadaan 

3. Belum efektifnya Tim P3DN dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik. 

4. Terdapat beberapa kegiatan seharusnya tidak masuk dalam SiRUP 

Pengadaan barang dan Jasa yaitu belanja honorarium, belanja 

pegawai dan belanja perjalanan dinas.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintahan, 

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengaraan 

Pemerintah daerah Kepada masyarakat serta pasal 23 ayat 1 yang 

mengamanatkan LKPJ di sampaikan oleh Kepala daerah dalam rapat 

Paripurna DPRD. Adapun OPD menyampaiakn LKPJ Kepada Bupati 

Kepulauan Selayar sebagai pertanggung jawaban tugas dan fungsinya 

sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selauar Nomor 56          

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah serta Anggaran yang di kelola sesuai 

dalam DPA-DPPA Perangkat Daerah Tahun 2022, dimana semua Kegiatan 

yang telah di laksanakan pada tahun 2022 di susun dalam LKPJ-PD         

tahun 2022.  

Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten 

Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam laporan LKPJ yang disampaikan. 

Secara keseluruhan capaian dari 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) 

kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dari target 

Rp10.064.083.400,- terealisasi sebesar Rp9.430.852.616,- dengan 

persentase capaian realisasi sebesar 93,71%. Pencapaian realisasi pada 

skala nilai 80-100, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

berada pada kategori Baik.  

Dari Realisasi dan Prestasi yang telah dicapai Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menjadi laporan 

pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan Selayar dan akan terus 
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mendukung Program Kerja Bupati yang dituangkan dalam Visi dan Misi 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4.2. SARAN  

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan 

LKPJ Tahun 2022 yang merupakan pelaporan kegiatan Tahun 2022, 

masih terdapat kekurangan baik pemahaman dalam penyusunan dan 

penyampaian dengan ini mohon untuk terus dilakukannya 

pendampingan dan bimbingan.  

Adapun saran-saran yang di sampaikan untuk kesempurnaan 

pembuatan LKPJ tersebut adalah:  

1. LKPJ yang telah di buat oleh OPD di sampaikan ke Bagian 

Pemerintahan di koreksi dan menjadi rangkuman file dokumen yang 

di simpan di Bagian Pemerintahan untuk menjadi rekam dokumen 

LKPJ lima tahunan. 

2. Untuk menambah motivasi bagi petugas yang menangani LKPJ di 

OPD dapat kiranya memberikan Reward atas LKPJ kategori 

penyampaian LKPJ tepat waktu. 

 

Demikian penyusanan laporan keterangan pertanggung jawaban 

(LKPJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dan 

dilaporkan. 

 
 
INSPEKTUR DAERAH, 

 
 

 

 
H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H. 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP. 19630727 199303 1 014 



 

 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telepon: (021) 85910031 (Hunting) 

Faksimile: (021) 85910302, E-mail: deputippkd@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id 

 
Nomor : PE.12.02/S-790/D3/01/2022  22 Agustus 2022 
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk 

Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2022  pada 
Pemerintah Daerah   

 

 

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP 
di seluruh Indonesia 
 

Menindaklanjuti Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022, kami 

merencanakan akan melaksanakan Reviu P3DN pada Pemerintah Daerah Triwulan III 

Tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Reviu direncanakan akan dilaksanakan 

mulai minggu IV bulan Agustus 2022 yang melibatkan Perwakilan BPKP dan APIP 

Daerah untuk seluruh Pemerintah Daerah. Pembagian pelaksanaan reviu oleh 

Perwakilan BPKP dan APIP sebagaimana terlampir. Kami mengharapkan Kepala 

Perwakilan BPKP berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait  rencana reviu  

tersebut. 

Pelaksanaan reviu mempedomani draft Petunjuk Teknis Reviu P3DN Triwulan III 

Tahun 2022 yang dapat diunduh pada tautan https://s.id/reviuP3DNdaerahtw3. 

Petunjuk teknis tersebut  bersifat dinamis yang akan terus disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan laporan. Laporan hasil  reviu ditujukan kepada Kepala 

Daerah dengan tembusan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan 

Daerah. Konsep laporan (DL3) dan kertas kerja reviu (KKR)  diharapkan sudah dapat 

kami terima pada tanggal 9 September 2022. 

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik,  kami mengucapkan terima 

kasih. 

       Deputi Kepala BPKP, 

       Ditandatangani secara elektronik oleh, 

       Raden Suhartono 
Tembusan Yth: 
1. Kepala BPKP  
2. Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP (sebagai Pembina) 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri 



Lampiran  Surat Deputi Bidang PPKD
Nomor : PE.12.02/S-790/D3/01/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

No Kode Pw Nama Perwakilan
Jumlah 
Pemda

 Jml Pemda 
Direviu BPKP

Jml Pemda 
Direviu APIP

1 PW01 PERWAKILAN BPKP ACEH 24 5 19

2 PW02 PERWAKILAN BPKP SUMATERA UTARA 34 5 29

3 PW03 PERWAKILAN BPKP SUMATERA BARAT 20 5 15

4 PW04 PERWAKILAN BPKP RIAU 13 5 8

5 PW05 PERWAKILAN BPKP JAMBI 12 4 8

6 PW06 PERWAKILAN BPKP BENGKULU 11 5 6

7 PW07 PERWAKILAN BPKP SUMATERA SELATAN 18 5 13

8 PW08 PERWAKILAN BPKP LAMPUNG 16 4 12

9 PW09 PERWAKILAN BPKP DKI JAKARTA 1 1 0

10 PW10 PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT 28 5 23

11 PW11 PERWAKILAN BPKP JAWA TENGAH (36)***) 30 5 25

12 PW12 PERWAKILAN BPKP DI YOGYAKARTA (6)***) 12 4 8

13 PW13 PERWAKILAN BPKP JAWA TIMUR 39 5 34

14 PW14 PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT 15 5 10

15 PW15 PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN TENGAH 15 5 10

16 PW16 PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN SELATAN 14 4 10

17 PW17 PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN TIMUR 11 7 4

18 PW18 PERWAKILAN BPKP SULAWESI UTARA 16 5 11

19 PW19 PERWAKILAN BPKP SULAWESI TENGAH 14 5 9

20 PW20 PERWAKILAN BPKP SULAWESI TENGGARA 18 5 13

21 PW21 PERWAKILAN BPKP SULAWESI SELATAN 25 5 20

22 PW22 PERWAKILAN BPKP BALI 10 4 6

23 PW23 PERWAKILAN BPKP NUSA TENGGARA BARAT 11 5 6

24 PW24 PERWAKILAN BPKP NUSA TENGGARA TIMUR 23 5 18

25 PW25 PERWAKILAN BPKP MALUKU 12 6 6

26 PW26 PERWAKILAN BPKP PAPUA (30) 30 6 24

27 PW27 PERWAKILAN BPKP PAPUA BARAT 14 6 8

28 PW28 PERWAKILAN BPKP KEPULAUAN RIAU 8 4 4

29 PW29 PERWAKILAN BPKP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8 4 4

30 PW30 PERWAKILAN BPKP BANTEN 9 3 6

31 PW31 PERWAKILAN BPKP GORONTALO 7 4 3

32 PW32 PERWAKILAN BPKP SULAWESI BARAT 7 4 3

33 PW33 PERWAKILAN BPKP MALUKU UTARA 11 6 5

34 PW34 PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN UTARA 6 5 1

Jumlah 542 161 381

Catatan :
*)Pelaksanaan Reviu P3DN pada Pemda yang dilakukan BPKP dapat mengikutsertakan APIP Pemda terkait
**)Pelaksanaan Reviu P3DN pada Pemda yang dilakukan APIP dilakukan supervisi oleh Perwakilan BPKP
***)Anggaran untuk APIP  6 Pemda di Jawa Tengah yang di bawah binaan Perwakilan BPKP DIY dianggarkan
di Perwakilan Jawa Tengah.

PEMBAGIAN  REVIU PERWAKILAN BPKP DAN APIP







 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 
Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, BTP, Makassar 90245 

Telp. (0411) 590591, 590597  Fax. 590595  email: sulsel@bpkp.go.id 
 

Nomor : PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022  15 November 2022 

Lampiran : Formulir Rencana Penugasan   

Hal : Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV 

Tahun 2022  

  

 

 

Yth. Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota  
di Tempat 
 
 Menindaklanjuti Instruksi Persiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 

dan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022, dengan ini kami 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. APIP Daerah agar melakukan reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022 pada 

pemerintah daerah masing-masing sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BPKP dapat 

diunduh pada tautan https://s.id/reviuP3DNdaerahtw3. 

2. Membuat perencanaan pelaksanaan reviu dengan mengisi formulir terlampir dan 

mengirimkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Biaya pelaksanaan reviu menjadi beban DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan pola Dinas Luar Dalam Kota (DLDK) sesuai dengan tarif yang berlaku 

di masing-masing pemerintah daerah, dengan maksimal biaya per triwulan sebesar 

Rp12.500.000,00. 

4. Khusus untuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Kota Makassar, 

Inspektorat Kabupaten Barru, Inspektorat Kabupaten Pangkep, dan Inspektorat 

Kabupaten Bantaeng pelaksanaan reviu akan dilakukan bersama dengan Tim dari 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu dimohon untuk menyampaikan 

satu orang PFA yang akan ditugaskan (Nama, NIP, Jabatan, Golongan ruang). 

5. Diharapkan Tim yang ditugaskan adalah Tim yang melakukan Reviu P3DN/TKDN 

Triwulan III Tahun 2022. 

6. Reviu P3DN/TKDN triwulan ke-empat dilaksanakan mulai tanggal 15 November 

2022 sampai dengan 30 November 2022. Laporan Reviu P3DN dan kertas kerja 

reviu (KKR) diharapkan sudah dapat kami terima pada tanggal 1 Desember 2022.  

  

 

 

mailto:sulsel@bpkp.go.id


 

 Atas kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Plh. Kepala Perwakilan, 

Ditandatangani secara elektronik oleh 

Risparanto 

 

Tembusan Yth.: 

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD 
2. Gubernur Sulawesi Selatan 
3. Walikota/Bupati se-Sulawesi Selatan 

 



Lampiran   
Nomor: PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022

Tanggal 15 November 2022

MULAI SELESAI

FORMULIR RENCANA PENUGASAN

WAKTU PELAKSANAAN NO

REVIU P3DN TRIWULAN IV TAHUN 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA ….........................

TIM REVIU P3DN HP ANGGARAN


























































